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TULETLI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
-

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 3/RUMP-BMCKTR/V1/2026

TENTANG
FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 -2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar
pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pendoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6806);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 8 Tahun 2016;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2024

Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
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Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 No 4);

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 22 Tahun 2025 tentang
Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Cipta
Karya dan Tata Ruang.

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN :

Formula Perhitungan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun
2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
Formula Perhitungan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran
kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan
evaluasi pencapaian Kkinerja sesuai dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2025-2029;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kepala Dinas

ARMIZOPRADES, ST,.MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751201 200604 1 007
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LAMPIRAN

NOMOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL

TENTANG

Nama Perangkat Daearah

Tugas Pokok

Fungsi

FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025-2029

FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat

Membantu Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan

urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata

Ruang) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

a.

Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata
Ruang) yang menjadi kewenangan daerabh;
Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor
Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang)
yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta
Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina
Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Base
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja I(',lrr:: Formula/Sumber Data Satuan Ket
2025)
1 Meningkatnya Rumah  Tangga Jumlah Rumah Tangga
Cakupan Rumah | dengan Akses dengan Akses terhadap
Tangga dengan | Sanitasi Aman tangki septik yang disedot
Akses Sanitasi . .
Aman setidaknya sekali dalam 5
(lima) tahun terakhir dan
diolah dalam instalasi X 100
pengolahan lumpur tinja % %
(IPLT)/(Kab/Kota) se
Sumatera Barat /
Jumlah rumah tangga
seluruhnya (Sumatera
Barat)
2 Meningkatnya Akses Rumah Jumlah Rumah Tangga
Cakupan Air Minum | Tangga Perkotaan Perkotaan yang Memiliki
Perpipaan Terhadap Air Siap akses terhadap air siap
Minum Perpipaan . ) X100 %
minum perpipaan %
Jumlah rumah tangga
seluruhnya diperkotaan
3 Meningkatnya Persentase Persentase Kemajuan
Bangunan dan | Bangunan dan pembangunan bangunan
Lingkungan  yang | Lingkungan yang gedung dan penataan
Tertata Tertata secara k
. awasan
Optimal %
Jumlah Unit 0
Bangunan Gedung dan
Kawasan yang
Direncanakan untuk
dibangun dan ditata
4 Mempersingkat Rata-rata  Lama > Waktu Tempuh pada
Waktu Tempuh | Waktu  Tempuh Ruas Utama Jalan Provinsi
pada Ruas Jalan | pada Ruas Jalan untuk Jarak per 100 Km Jam/
Provinsi Utama Provinsi 100Km
Jumlah Ruas Utama Jalan
Provinsi
5 Mewujudkan Persentase Luas Kawasan yang Sesuai
Penataan Ruang | Kesesuaian Pemanfaatan Ruangnya
yang t.)alk dan Pemanfaatar{/ Rua Luas Rencana Pola Ruang %
Berkelanjutan ng Wilayah L
A pada RTRW Provinsi
Provinsi dengan
RTRW Provinsi

Kepala Dinas

ARMIZOPRADES, ST,.MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751201 200604 1 007
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